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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG PADA KLIEN
DALAM HUBUNGAN KUASA HUKUM DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA SELATAN

ELSA OKTARI
502022296

Advokat sebagai aparat penegak hukum yang independen memiliki kewajiban
menjaga kepercayaan klien. Namun dalam praktiknya, sejumlah advokat justru
melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap klien yang mereka
wakili, sehingga merusak integritas profesi hukum dan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Proses
penegakan hukum terhadap advokat pelaku tindak pidana penipuan dan
penggelapan uang klien dalam hubungan kuasa hukum di Kepolisian Daerah
Sumatera Selatan (2) Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polda
Sumatera Selatan terhadap advokat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh
melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan penyidik di
Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit III Unit III Jatanras Polda Sumatera
Selatan, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penegakan hukum terhadap advokat pelaku tindak pidana penipuan dan
penggelapan di Polda Sumatera Selatan dilaksanakan secara sistematis sesuai
KUHAP, terbukti dari penanganan perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Plg yang
berhasil menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Penelitian ini juga menemukan enam kendala utama, yakni ambiguitas ketentuan
imunitas advokat (Pasal 16 UU Advokat), sulitnya pembuktian janji lisan,
keterbatasan pemahaman teknis penyidik, keterbatasan sarana forensik digital,
rendahnya kesadaran hukum klien, serta lemahnya koordinasi antarlembaga
penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Advokat, Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan,
Kuasa Hukum



ABSTRACT

LEGAL ACTION AGAINST LAWYERS WHO COMMIT CRIMINAL ACTS
OF FRAUD AND EMBEZZLEMENT OF MONEY FROM CLIENTS IN
RELATIONSHIP WITH THEIR LEGAL AUTHORITY IN THE SOUTH

SUMATRA REGIONAL POLICE

ELSA OKTARI
502022296

Advocates, as independent law enforcement officers, are obliged to uphold the trust
placed in them by their clients. However, in practice, some advocates have
committed fraud and embezzlement against the very clients they represent, thereby
undermining the integrity of the legal profession and public confidence in the
judicial system. The formulation of the problem in this research is (1) The process
of law enforcement against advocates who are perpetrators of criminal acts of
fraud and embezzlement of client funds in legal advisory relationships at the South
Sumatra Regional Police (2) Obstacles faced by law enforcement officers at the
South Sumatra Regional Police against these advocates. This study employs an
empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were
obtained through direct observation and structured interviews with investigators at
the General Criminal Investigation Directorate, Sub-Directorate III, Unit III
Jatanras of the South Sumatra Regional Police, supplemented by secondary data
comprising legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings
indicate that law enforcement against advocates involved in fraud and
embezzlement at the South Sumatra Regional Police was carried out systematically
in accordance with the Criminal Procedure Code, as evidenced by the handling of
Case No. 29/Pid.B/2024/PN Plg, which resulted in a 2-year and 6-month prison
sentence under Article 378 of the Criminal Code. The study also identifies six
primary obstacles: ambiguity in advocate immunity provisions (Article 16 of the
Advocates Law), difficulty in proving verbal promises, investigators’ limited
technical understanding, insufficient digital forensic equipment, low legal
awareness among clients, and weak inter-agency coordination.

Keywords: Law Enforcement, Advocate, Fraud, Embezzlement, Attorney-Client
Relationship.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Advokat merupakan profesional hukum yang memberikan bantuan dan

! Layanan advokat berupa

dukungan untuk mengatasi masalah hukum.
pemberian saran hukum yang bisa diakses siapa saja yang membutuhkan untuk
urusan perkara hukum. Jenis bantuan yang diberikan meliputi konsultasi
hukum, pengelolaan surat kuasa, perlindungan kepentingan klien, advokasi,
serta upaya hukum tambahan untuk melindungi hak klien.

Profesi advokat sebagai bagian penegak hukum menghadapi risiko
besar dari intervensi kepentingan, rendahnya kepercayaan publik sebagai
landasan tugas profesional, dan pengawasan ketat masyarakat.> Advokat adalah
penegak hukum independen dengan kewenangan sendiri untuk menjalankan
tugasnya demi supremasi hukum, dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Aturan ini mengatur secara detail hak, kewajiban, dan tanggung jawab advokat

berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

! Frans Hendra Winarta, (2020), "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Benda
Charity", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.45.

2 Weinata Sairin, (2016), "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat”,
(Cet. 1; Bandung: Yrama Widya), him.4.

3 Oey Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, “Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang
Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013”, DiH: Jurnal Ilmu
Hukum 16 (1), 2020, hlm.38-48. DOI: https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974



Penyalahgunaan ini biasanya berupa penipuan atau penggelapan uang klien,
yang ironis dilakukan oleh penegak hukum yang seharusnya melindungi
kepentingan masyarakat. Akibatnya tidak hanya menimpa pelaku, tapi juga
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.*

Secara umum, pelanggaran pidana advokat terhadap klien bisa
dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, advokat meminta kompensasi yang
tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak sebanding dengan pekerjaan
yang dilakukan. Banyak kasus di mana mereka menagih uang muka besar, tapi
tidak bekerja optimal atau bahkan mengabaikan perkara klien.’ Kedua, terkait
pengelolaan dana perkara atau uang dari klien untuk biaya kasus. Advokat
menerima uang dengan dalih biaya pengadilan, gratifikasi, atau keperluan
proses hukum lainnya, tapi dana tersebut tidak digunakan sesuai tujuan,
melainkan untuk kepentingan pribadi advokat.®

Salah satu cara umum yang dilakukan advokat adalah membujuk klien
dengan jaminan bahwa perkara mereka pasti menang jika bersedia membayar
sejumlah uang tertentu. Untuk melakukannya, advokat biasanya menggunakan

tipu muslihat dengan berpura-pura memiliki hubungan dekat dengan hakim,

4 Liza Arlina, Luthfi Alfarizi Nasution, Muhammad Rizky Khoir, Nurhayani, Nurul Miftahul
Jannah, "Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening,” Judge: Jurnal
Hukum, Volume 06, Number 01, 2025, hlm. 252.

5 Rina Deswita, "Pertanggung Jawaban Advokat terhadap Klien berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, Jurnal Rectum, Universitas Darma Agung, Vol. 15, No. 2,
2022-2023, hlm. 140-142.

® Muh. Ibnu Tupail Iskandar, "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan
Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar)", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 45-48.



jaksa, atau polisi, dan mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan uang
untuk menang. Akan tetapi, setelah menerima uang, advokat tidak
menyanggupi janjinya, malah sering menghilang dan sulit dihubungi klien.’

Sebagai contoh, kasus di Pengadilan Negeri Palembang No.
29/Pid.B/2024/PN Plg membahas seorang advokat yang menerima uang
sebesar 315 juta rupiah dari kliennya sebagai jaminan untuk menangani kasus
pidana serta janji akan mencabut laporan polisi di Polda Sumsel. Advokat itu
mengaku punya koneksi dengan penyidik Polda Sumsel yang bisa
menyelesaikan kasus klien. Padahal, uang yang diterima tidak dipakai untuk
kepentingan penanganan perkara, melainkan untuk keperluan pribadi seperti
membeli mobil, iPhone, dan barang-barang lain, sementara klien tidak
memperoleh bantuan hukum sesuai janji.®

Dari sudut hukum pidana, tindakan advokat yang menipu atau
menggelapkan uang klien bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan
menurut Pasal 378 KUHP, serta penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Advokat harus mempertahankan dan menghargai kepercayaan klien
mereka karena pekerjaan mereka adalah amanah.

Ayat tentang amanah yang terdapat dalam surat annisa ayat 58 :

7 Muh. Ibnu Tupail Iskandar, "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan
Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar)", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 45-48.

& Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Plg
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Terjemahanya:

Sungguh, Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada
yang berhak, dan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum antarmanusia.
Sungguh, pelajaran terbaik dari Allah itulah yang kamu terima. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain melanggar hukum pidana, tindakan advokat tersebut
melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang dibuat oleh PERADL.
Kode ini mengatur berbagai larangan yang harus ditaati oleh advokat, seperti
tidak boleh menipu, menggelapkan, atau menyalahgunakan kepercayaan klien.
Pasal 4 KEAI secara tegas melarang advokat membebankan biaya yang tidak
wajar kepada klien mereka dan melakukan tindakan yang merugikan
kepentingan klien mereka. Namun, kekurangan pengawasan dan sanksi yang
lemah membuat penegakan kode etik menjadi tantangan yang terus-menerus.’

Penelitian ini didorong oleh sejumlah alasan fundamental. Pertama,
maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh advokat telah

menggerus kepercayaan publik serta menghambat aksesibilitas keadilan.

% Muhammad Rustamaji, et al., "Problematika Penegakan Kode Etik Advokat di Indonesia,"
Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 25, No. 1 (Januari 2018), hlm. 90-113. DOI:
https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art5



https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art5

Kedua, pembatasan imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Undang-Undang Advokat memerlukan kajian mendalam mengenai
implikasinya terhadap mekanisme penyidikan. Ketiga, studi empiris terkait
penegakan hukum di lingkungan kepolisian serta hambatan yang dihadapi
penyidik masih sangat minim. Keempat, penelitian ini diharapkan dapat
menyumbangkan rekomendasi guna memperkokoh pengawasan terhadap
profesi advokat, meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mencegah
kejadian serupa, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

profesi hukum (officium nobile).

. Rumusan Masalah

Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap advokat pelaku tindak
pidana penipuan dan penggelapan uang klien dalam hubungan kuasa
hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polda

Sumatera Selatan terhadap advokat tersebut?

. Ruang Lingkup
Studi ini berfokus pada penegakan hukum terhadap advokat pelaku

penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dalam
hubungan klien-advokat di wilayah Polda Sumatera Selatan, khususnya

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Subdit III Jatanras). Ini mencakup seluruh



rantai penegakan hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga

penyerahan dokumen, termasuk kesulitan yang dihadapi penyidik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian ini:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mempelajari dan memahami prosedur penegakan hukum yang
berlaku untuk advokat yang melakukan penipuan dan penggelapan uang
klien dalam konteks hubungan antara klien dan advokat di wilayah
Polda Sumatera Selatan.
b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik
Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap advokat
pelaku penipuan serta penggelapan uang klien dalam hubungan

advokat-klien.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1. memperluas penelitian tentang penerapan hukum pidana oleh profesi
hukum, terutama bagaimana sistem pidana Indonesia menangani

masalah kejahatan oleh profesional yang memiliki otoritas hukum

khusus.!?

10 Abdulkadir Muhammad, (2017), "Etika Profesi Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.
60-80.



2. Menyediakan data empiris tentang penegakan hukum di kepolisian

sebagai referensi penelitian lanjutan, diskusi akademik, dan reformasi
kebijakan hukum. Hasilnya juga bisa jadi bahan ajar Hukum Pidana
Khusus, Etika Profesi Hukum, serta Hukum Acara Pidana melalui
studi kasus nyata yang menunjukkan kerumitan penerapan aturan

hukum di lapangan.'!

b. Manfaat Praktis

1.

Bagi Polda Sumatera Selatan: Penelitian ini mengevaluasi praktik
penegakan hukum yang ada, mengidentifikasi kekurangan kapasitas
seperti pelatihan penyidik, SOP penanganan kasus, dan koordinasi
antarinstansi. Bagi Kejaksaan dan Pengadilan: Penelitian ini
memberikan analisis pembuktian untuk memperlancar penuntutan dan
sidang, khususnya dalam membedakan penipuan-penggelapan serta

penggunaan bukti digital.

Bagi PERADI: Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk
menilai pengawasan profesional yang lebih baik, penegakan kode etik,
dan perlindungan klien yang lebih baik. Bagi masyarakat dan calon

klien: Penelitian ini memberikan pencerahan tentang hak klien, risiko

30-50.

Bambang Sunggono, (2016), "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.



hubungan kuasa hukum, dan pentingnya dokumentasi transaksi untuk

melindungi diri.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan untuk penelitian proposal ini:
1. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana adalah serangkaian langkah penegak hukum
dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan, untuk
mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta pencegahan kejahatan

serupa.'?

2. Advokat
Advokat, baik di dalam maupun di luar pengadil, menawarkan
konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan tindakan hukum lainnya kepada klien mereka. Jasa ini dibayar
honorarium sesuai kesepakatan atau gratis bagi klien tidak mampu yang

memenuhi syarat undang-undang.'?

3. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

12 Chairul Huda, (2019), "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", (Jakarta: Kencana), hlm. 45-60.

13 Fransiska Novita Eleanora, "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan
Hukum", Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 12, No. 1, Oktober 2014, him. 102.



Menurut Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan terdiri dari
beberapa elemen utama. Pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh
seseorang dengan tujuan meminta barang, menjalin hubungan utang-
piutang, atau menghapus kewajiban membayar utang. Kedua, tindakan
tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang
melanggar hukum untuk diri sendiri atau orang lain. Ketiga, tindakan
itu dilakukan dengan cara memakai identitas yang tidak asli,
menciptakan situasi yang salah, melakukan penipuan, atau memberikan

informasi yang membingungkan.'*

4. Tindak Pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)
Penggelapan adalah menguasai atau memiliki barang milik
orang lain secara ilegal. Ini terjadi ketika barang itu sebelumnya
diserahkan atau dipercayakan kepada pemiliknya. Pelaku

menyalahgunakan kepercayaan pemilik. '

5. Klien
Dari perspektif hukum, klien adalah pihak yang terlibat dalam

kasus dan memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi hak dan

14 R. Soesilo, (2019), "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, (Bogor: Politeia), hlm. 261-263.

5 Devi Neng Hartanti, et.al., "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb",
TATOH! Jurnal llimu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021.
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kepentingannya. Hubungan antara advokat dan klien didasarkan pada
kepercayaan dan diatur dalam kontrak yang mengatur perawatan kasus,

termasuk kesepakatan tentang biaya jasa.'®

6. Kuasa Hukum

Dalam tindakan profesional hukum, pengacara berperan sebagai
perwakilan atau representasi dari individu yang terlibat dalam suatu
proses litigasi, di mana biasanya peran ini dilakukan oleh seorang
pengacara. Pengacara juga dapat dijelaskan sebagai individu yang
memiliki tugas untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang
berkonflik dalam proses hukum. Dukungan tersebut disediakan
berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta
dinyatakan secara tertulis melalui dokumen kuasa khusus.'’

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan
Tinjauan terhadap kajian-kajian sebelumnya yang relevan dalam
proposal skripsi ini mencakup berbagai penelitian berikut:

Tabel L1

16 Risdalina Siregar, "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum
Perdata”, Jurnal llmiah Advokasi, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 9-20, doi:10.36987/jiad.v7i1.241, repository:
https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/24 1

17 DSLA (Daud Silalahi & Lawencon Associates) (2020) "Perbedaan Konsultan Hukum,
Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum", https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-
advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/



https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/241
https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/
https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/
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No. Nama Penulis & Judul Pembahasan
Tahun

1. | Muh. Ibnu Tupail Tinjauan Sosial dan | Studi ini menyelidiki beberapa
Iskandar dari Hukum Terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan
Fakultas Syariah dan | Tindak Pidana yang | oleh pengacara terhadap klien
Hukum, Universitas Dilakukan mereka, seperti penggelapan (Pasal
Islam Negeri Pengacara terhadap | 372 KUHP) dan penipuan (Pasal
Alauddin Makassar Kliennya (Studi 378 KUHP), serta menekankan
Skripsi (2018). Kasus di Kota pentingnya penerapan standar etika
Makassar) dalam pekerjaan pengacara.
Meskipun  pengacara  memiliki
tanggung jawab hukum dan moral
terhadap pekerjaan mereka, masih
tejadi  penyimpangan.  Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI) telah
mengambil tindakan untuk
mengatasi masalah ini dengan
membentuk dewan kehormatan dan
menyebarkan aturan etika untuk
mencegah pelanggaran dan
mempertahankan  profesionalisme
dan  kepercayaan = masyarakat

terhadap profesi pengacara.
2. | Eko Septiyanto Tinjauan Sosio Menurut penelitian Eko Septiyanto,

Simen Fakultas
Hukum Universitas
Hasanuddin Skripsi
(2013)

Yuridis Mengenai
Tindak Pidana yang
Dilakukan oleh
Pengacara terhadap

Kliennya

alasan utama advokat melakukan
tindak pidana terhadap klien mereka
adalah uang. Studi tersebut juga
menemukan bahwa, karena sanksi
ringan bagi pelanggar kode etik,
upaya organisasi advokat untuk
memastikan disiplin anggota tidak

efektif.
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Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan antara penelitian ini dengan
studi-studi terdahulu terletak pada fokus utamanya. Penelitian pertama
berjudul “Tinjauan Yuridis Sosio-Tinjauan Tindak Pidana yang Dilakukan
Advokat terhadap Kliennya (Studi Kasus di Kota Makassar)” lebih
menekankan pada dimensi sosial-yuridis mengenai tindak pidana yang
dilakukan advokat terhadap kliennya. Studi tersebut mengkaji berbagai
jenis tindak pidana oleh advokat beserta upaya Association of Advokats
(AAI) dalam menegakkan disiplin anggotanya guna mencegah
pelanggaran pidana terhadap klien.'® Sementara itu, penelitian kedua
berjudul "Tinjauan Yuridis Sosio-Trilogi Kejahatan yang Dilakukan
Advokat terhadap Kliennya" membahas faktor-faktor pemicu advokat
melakukan kejahatan terhadap klien serta langkah Asosiasi Advokat
Indonesia dalam mendorong kepatuhan anggotanya terhadap kode etik

profesi.!”

Penelitian ini, yang berjudul “Penegakan hukum terhadap advokat
tindak pidana penipuan dan penggelapan uang klien di Kepolisian Daerah

Sumatera Selatan,” secara khusus menyoroti proses penegakan hukum

18 Muh. Ibnu Tupail Iskandar, "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan
Advokat Terhadap Kliennya (Studi Kasus Di Kota Makassar)", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018, repository:
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/

19 Eko Septiyanto Simen, "Tinjauan Sosio Yuridis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh
Advokat Terhadap Kliennya", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2013, hlm. iv, 117-119, repository: https://repository.unhas.ac.id/



http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
https://repository.unhas.ac.id/
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terhadap advokat yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dan
penggelapan dana klien. Di samping itu, kajian ini juga menganalisis
beragam kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di lingkungan
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menangani pelanggaran yang

dilakukan oleh advokat tersebut.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris dengan
mengumpulkan data primer langsung dari lapangan guna menginvestigasi
penerapan peraturan hukum di masyarakat. Sumber data primer utama
berasal dari petugas penegak hukum (anggota polisi) serta dokumen kasus

ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Sumber Data
a) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yang
merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber
asli melalui metode pengumpulan data seperti observasi lapangan,

kuesioner, atau wawancara mendalam. Data primer adalah asli dan
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dikumpulkan secara khusus untuk penelitian ini, sehingga memiliki

relevansi dan akurasi yang tinggi.?’

b) Informasi yang erat kaitannya dengan data primer dan berfungsi sebagai

pendukung bagi data hukum utama dikenal sebagai data sekunder. Data

sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak

terbatas pada, dalam penyusunan proposal ini:

1))

2)

Bahan Hukum Primer terdiri dari undang-undang seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode
Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta berbagai regulasi
kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
penyelidikan.

Bahan Hukum Sekunder: Sumber hukum yang membantu
menjelaskan, memahami, atau memperkuat sumber hukum
primer. Ini mencakup karya hukum, hasil penelitian, buku teks,
makalah ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang relevan.

Sumbernya termasuk buku-buku tentang hukum pidana,

20 Sugiyono, (2019), "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung:

Alfabeta), him. 402..
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terutama yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan,
jurnal ilmiah, literatur tentang hukum yang berkaitan dengan
kejahatan, penegakan hukum, dan profesi advokat, serta tesis,
putusan pengadilan (yurisprudensi) mengenai kasus serupa.
serta makalah ilmiah yang dimuat di media cetak atau situs
web.

3) Bahan Hukum Tersier: bahan yang membantu orang
memahami dan memahami sumber hukum primer dan
sekunder, seperti ensiklopedia hukum, artikel media terkait,

kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian lapangan memerlukan kunjungan langsung ke lokasi
studi untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti.
Dalam kasus ini, subjek penelitian secara langsung diobservasi untuk
mengumpulkan data.?! Peneliti mengumpulkan data primer dan
sekunder melalui observasi. Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk
mendapatkan data tambahan, seperti data primer, dokumen, penjelasan,
dan informasi lainnya, yang akan membantu penelitian. D1 Direktorat

Reserse Kriminal Umum, Subdit I1I Unit I1I Jatanras Kepolisian Daerah

21 M. Syamsuddin, (2016), "Operasionalisasi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers),

hlm. 114.
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Sumatera Selatan, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan

penyidik yang menangani kasus tersebut secara langsung.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk
menganalisis data. Proses analisis kualitatif-empiris melibatkan langkah-
langkah sistematis untuk mengolah, menginterpretasikan, dan memahami
data yang berasal dari berbagai sumber. Dalam penelitian hukum empiris,
analisis data primer meliputi data sekunder dari literatur serta peraturan
hukum, ditambah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui
observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen kasus. Tujuan analisis
ini adalah menemukan solusi atas masalah penelitian terkait mekanisme
penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam menangani

kejahatan advokat terhadap klien.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing dengan subbagian

yang berbeda, seperti:

BABI PENDAHULUAN



BAB 11

BAB III
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Latar belakang masalah, rumusan, ruang lingkup, tujuan, dan
keuntungan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan

sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan umum tentang penegakan hukum
yang meliputi pengertian penegakan hukum dan faktor-faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum; tinjauan umum tentang
advokat yang mencakup pengertian advokat dan pengaturan
advokat; tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan yang
mencakup pengertian pidana dan tindak pidana, unsur-unsur
tindak pidana, jenis-jenis pidana, serta pertanggungjawaban
pidana; dan tinjauan tentang hubungan kuasa hukum yang
mencakup pengertian kuasa hukum, dasar hukum hubungan
kuasa, surat kuasa khusus, hak dan kewajiban dalam hubungan
kuasa hukum, prinsip kepercayaan (fiduciary duty), berakhirnya

hubungan kuasa hukum, serta penyalahgunaan kuasa hukum.

PEMBAHASAN
Bab ini membahas dua permasalahan utama yang menjadi fokus
penelitian, yaitu: pertama, proses penegakan hukum terhadap

advokat pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang
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klien dalam hubungan kuasa hukum di Kepolisian Daerah
Sumatera Selatan; dan kedua, kendala yang dihadapi oleh aparat
penegak hukum Polda Sumatera Selatan dalam menegakkan

hukum terhadap advokat tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan serta saran.
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